WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

bahwa kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah telah
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang
Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan
Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada
Pemerintah Daerah berdampak terhadap kebijakan
akuntansi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, maka
Peraturan Walikota Tangerang Selatan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan
Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4935);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep‘t.;lblik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba{han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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JHE

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomorl27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten;tang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembéran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang
dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah
Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1752);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita  Negara  Republik  Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran  Daerah Kota Tangerang Selatan
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasall
Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. Pendahuluan Kebijakan Akuntansi;

b. Kebijakan LRA;

c. Kebijakan LPSAL;
d. Kebijakan LO;

e. Kebijakan LPE;

f.  Kebijakan Neraca;

g. Kebijakan LAK; dan
h. Kebijakan CaLK.

(2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang

Selatan.
Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 28 November 2016
WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY
Diundangk 1 Tangerang Selatan
A
Plt. Sekygtaris Daerah

Kota Tanggrang Selatan

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 38



